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Menimbang

Mengingat

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
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bahwa untuk meningkatkan kualitas pelavanan  publle. 7.7z
memberikan dukungzn informasi terhzdap penvelenggaraan pelaianar

publik perlu diselenggarakan Sistem [nfrm,:.s Pelavanan Publik 5204

bersifat Nasionzal, mzkz dipendang perlu menurn;
bertugas sebagai Pejabat Penghubung dzlem P ,‘.z;

bahvwa dalam penvelenggzarazn Sister Informasi Pelzyznzn Publle. perll
menyediakan informasi pelavanzan publik secarz terbulz ez prrnzzinz
layanan vang dapat dizkses dengzn mudzh, cepzt, ziurzt Can
akuntabel;

bahwa berdasarkan pertimbengan sebegaimana dimaksud dzlam nurll

a dan b, perlu diterbitkan Surai Keputuszn Xepzlz ?f‘:’f__"-:&'. Tingg
szu]auan Bangks Belitung tentang Penunjukan Pezbzt Pergriloung
Pengelolaan Sistem Informasi Pelavanan Publix "C.r...f SIPPN) di
Kejaksasn Tinggi Kepulauan Bangks Belitung Tzoun 2021,

Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukezn [niormas
Publik;
Undzang — Undang Nomor 25 Tghun 2009 temizng Pelevznzn Zutlic

Undang — Undang Nomor 16 Tzhun 2004 tzmiang Kezkszzr Repusiy
Indonesia;

Perzturan Pemerintzh Nomor 96 Tzhun 2012 iemzng Pelzrzzrzzr
Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Zubliz

Peraturan Presiden Nomor 95 Tzhun 2018 tenizng Sistem Pemerimzten
Berbasis Elektronik;

Peraturan Presiden Nomor 135 Tzhun 2021 temizng Perubzhzn Heduz
atas Peramuran Presiden Nomor 38 Tzhun 2010 temizng Orzzoises dzn
Tatz Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:

Peraturan Menteri Pendavegunazn Aparamir Negarz dan Relrmass
Birpkrasi Nomor 13 Tahun 2017 tenizrg Pedomezn Penvelernggsraan
Sistem Pengzawasan Publix Nasionzb

Peraturzn Jaksa Agung Nomor @ PER JAFJAJOT {2017 tentang
Organiszsi dan Tatz HKerjz Kejaksaan Republix Indonesiz sebegaim anz
1elah diuban dengan Perzturan Kejakszan Nomor 6 Tahun 2016 emiang
Perubshan  Atas Peraturan Jaksz  Agung Nomor ER-

006 /AJJAfO7 /2017 tenmtzng Organiszsi dan Tatz Kermz Kezksson
Republik indonesia;

Perzturzn Menieri Pendayagunazn Apzramir Negarz dzan
mikresi Nomor 680 Tzhun 2020 tentzng Aplikas: T
Pengezwlzzn Pengefizn Pelavanzn Public
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Menctapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

REEMPAT

sa Agul

-

10. Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung selaku Se_krctarias Tim
Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : B-
18/C.2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 hal Pelaksanaan Pengelolaan
Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021.

Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi
Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2021;

Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional

(SIPPN) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas

schagai berikut :

1. Membuat akun untuk Sub Admin;

2. Mengkoordinasi Sub Admin di Unit Penyelenggara dalam menyediakan dan
memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;

3. Memperbaharui informasi pelayanan publik secara terus menerus; dan

4. Menyediakan berita pelayanan publik dan dikirim ke Admin Nasional
mclalui : adminsippn@menpan.go.id;

Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional
(SIPPN) di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada Diktum KEDUA
kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung selaku Ketua
Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Maret 2021

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. 1 SUARNAWAN, S.H., M.H.
JAKSA UTAKIA MADYA NIP. 19650814 199303 1 003

g Hepublik Indonesia;
=1 Apung Republik Indonesia;

cnsa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Rl
G Perentanisan Kejaksaan Agung,

a ke paesaan Tingel kepulavan Bangka Belitung;
vosan ke jaksaan Tinggl Kepulauan Bangka Belitung;
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR .KEP- 22 /L.9/Cr.5/03/2021

TANGGAL : 24 MARET 2021

[ NAMA ) NOMOR TELEPON
NO. 2 » PANGEAT/ JABATAN
GOLONGAN, NIP DAN NRP _DAN ALAMAT EL_MAIL
1 2 | 3 — 1 &4
1. | Basuki Raharjo, S.H. Kepala Seksi Penerangan 0877-5255-3309

Jaksa Muda (1I/d) Hllllkum Paia Asisten kejatibabel8 1@gmail.com
: Intelijen Kejaksaan Tinggi
Nip. 19751023 200112 1001 | iy an Bangka Belitung

Nrp. 40275165
_ e

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUARNAWAN, S.H., M.H.
DYA NIP. 19650814 199303 1 003
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